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TENTANG

1ZINPENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN (KB)BAROKATUL HUDA

KEPALA DINASPENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADUSATUPINTU
KABUPATENMAJALENGKA

Menimbang a. bahwa berdasarkan Surat Pemohonan beserta
lampirannya dari

Saudara Muhammad Ronji

tanggal 19 November2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan
berdasarkan

Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor 073/723- Disdik tanggal 15 Maret 2021 Kelompok

Bermain (KB) BAROKATUL HUDA dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelengarakan

Kelompok Bermain (KB);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan sesuai dengan keterntuan pasal 62
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dipandang perlu

diterbitkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Kelompok Bermain (KB) BAROKATUL
HUDA yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamn

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subangdengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat

Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 1968 Nomor31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2851);

2.
Undang-Undang Nomor 20Tahun2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaa
Republik Indonesia lahun 2004 Nomor 125 lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437 )sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomnor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484A);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesla Nomor 4496), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19

Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomo 38Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota embaran NegaraRepublik
Indonesia Tahun2007 Nomor 48Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

Mengingat

7. Peraturan Pemerintah Nomor41Tahun2007tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4750)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (LembaranNegara
Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

9. Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelengaraan

Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23)

Sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerinatah Nomor 66 tahun 2010 tentang

Perubahan Atas Pemerintah Nomor 17 Tahun2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010Nomor 112, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5157)

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Pendidikan Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013

Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal(Berita Negara Republik Indonesia tahun
2013

Nomor 877) Sebagaimana Telah diubah dengan Pewraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonfomal

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);



12. Peraturan Daerah Kabupatern Majalengka Nomor 2Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Perizinan
di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2012 Nomor

4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah

Kabupaten Majalengka.

15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan

dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Majalengka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini Kepada:

KESATU Nama Kelompok Bermain (KB) BAROKATUL HUDA
Blok Cilimus RT005 RW 003 Desa

Cimangguhilir Kecamatan Bantarujeg
Kabupaten Majalengka

Alamat

Dengan Ketentuan sebagai Berikut:.Menggunakan Kurikulum dan Metoda Belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan

Nasional;

2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Menyampaikan Laporan Perkembangan Setiap Bulan Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Majalengka

Pemohonan Perpanjangan
Izin Selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari Sebelum

Berakhimya masa Izin

KEDUA Izin Sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun.

KETIGA Keputusan ini Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apatbila
di

kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan

atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 1 Maret 2021
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